SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
Nomor 07);

Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008
Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010
Nomor 01);

Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah  Kabupaten Probolinggo

Tahun 2010 Nomor 02);



44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

-7-

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 16 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06
Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  (Lembaran Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah  Kabupaten

Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);



-8-

52.Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018
Nomor 1);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018 Nomor 3);

54.Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Nomor 3);

55. Peraturan Daerah  Kabupaten  Probolinggo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bupati adalah Bupati Probolinggo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

selaku pengguna anggaran/barang.



-9-

BAB II
RINCIAN PERUBAHAN APBD
Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.432.057.330.116,00
bertambah sejumlah Rp. 156.223.956.825,83 sehingga menjadi

Rp. 2.588.281.286.941,83 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.376.737.387.000,00
b. Bertambah Rp. 22.860.771.413,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.399.598.158.413,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 2.425.013.330.116,00
b. Bertambah Rp. 156.223.956.825,83
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.581.237.286.941,83
Defisit Setelah Perubahan Rp (181.639.128.528,83)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp 55.319.943.116,00

2) Bertambah Rp 133.363.185.412,83
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 188.683.128.528,83
b. Pengeluaran

1) Semula Rp 7.044.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.044.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 181.639.128.528,83

4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan
Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 233.479.207.000,00

2) Bertambah Rp. 12.557.588.800,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 246.036.795.800,00
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.518.292.516.000,00

2) Berkurang Rp. (8.476.076.387,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.509.816.439.613,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 624.965.664.000,00
2) Bertambah Rp. 18.779.259.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah

Perubahan Rp. 643.744.923.000,00
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Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 52.865.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.255.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 60.120.000.000,00
. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 28.035.147.325,00

2) Bertambah Rp. 4.876.070.175,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 32.911.217.500,00
. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.575.958.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 5.575.958.000,00
. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 147.003.101.675,00

2) Bertambah Rp 426.518.625,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah

Perubahan Rp. 147.429.620.300,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 152.381.054.000,00
2) Bertambah Rp. 14.461.335.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp. 166.842.389.000,00
. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.008.758.706.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.008.758.706.000,00

. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 357.152.756.000,00
2) Berkurang Rp. (22.937.411.387,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 334.215.344.613,00
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 77.950.400.000,00

2) Bertambah Rp. 44.880.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 77.995.280.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 124.624.897.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah bagi hasil dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
Perubahan Rp. 124.624.897.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 422.390.367.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah
Perubahan Rp. 422.390.367.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 18.734.379.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya setelah Perubahan Rp. 18.734.379.000,00

Pasal 4
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2
terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.405.255.394.352,00
2) Bertambah Rp. 28.878.386.097,80
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp. 1.434.133.780.449,80
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 1.019.757.935.764,00

2) Bertambah Rp. 127.345.570.728,03
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.147.103.506.492,03

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 793.765.886.952,00
2) Bertambah Rp. 7.304.083.197,80
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 801.069.970.149,80
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b. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 52.654.850.000,00
2) Bertambah Rp. 9.540.300.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 62.195.150.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 5.592.500.000,00
2) Bertambah Rp 1.860.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 7.452.500.000,00

d. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp. 8.090.015.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 8.090.015.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 537.258.979.500,00
2) Bertambah Rp. 9.573.876.900,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 546.832.856.400,00
f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 7.893.162.900,00
2) Bertambah Rp. 600.126.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.493.288.900,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 152.211.687.016,00

2) Bertambah Rp. 2.228.178.228,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 154.439.865.244,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 542.818.472.028,00
2)Bertambah Rp 63.995.499.312,78
Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 606.813.971.340.78

c. Belanja modal
1) Semula Rp. 324.727.776.720,00
2)Bertambah Rp. 61.121.893.187,25
Jumlah Modal setelah Perubahan Rp. 385.849.669.907,25
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Pasal 5
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3
terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 55.319.943.116,00
2) Bertambah Rp. 133.363.185.412,83
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 188.683.128.528,83

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 7.044.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.044.000.000,00

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp 54.257.443.116,00
2) Bertambah Rp. 133.363.185.412,83
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
setelah Perubahan Rp. 187.620.628.528,83

b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 1.062.500.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian setelah
Perubahan Rp. 1.062.500.000,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 4.544.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah
Perubahan Rp. 4.544.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah

Perubahan Rp. 2.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 angka 3.
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah
Perubahan Rp. 0,00
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Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum  diselesaikan dan  dianggarkan dalam  tahun
anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagai landasan

operasional pelaksanaan Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2019.



-15-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Agustus 2019
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 255-11/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

.

PARJONO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19610607 198102 1 002
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